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TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rencana
Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 132 Tahun 2024 Tentang Kabupaten
Takalar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4);



4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 7069);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Takalar Tahun 2025 Nomor ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

N =

Daerah adalah Takalar.

Bupati adalah Bupati Takalar. ,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19435.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
otonom.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran
dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.



Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut.

Pasal 2

(1) Renstra-PD merupakan dokumen penjabaran dari strategis, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Renstra-PD menjadi pedoman PD dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat :

F®m e a0 o

pendahuluan;
gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
tujuan dan sasaran;
strategi dan arah kebijakan,;
rencana program dan kegiatan serta pendanaan,;
kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
penutup.

Pasal 4

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas Renstra :

SRS TR M0 A0 op
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Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Inspektorat Daerah;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan dan Permukiman;
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

. Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika,

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perikanan;

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;



w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
x. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
y Badan Pendapatan Daerah;

z Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

bb. Badan Penanggulanan Bencana Daerah

cc. Kecamatan Pattallassang;

dd. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;

ee. Kecamatan Polongbangkeng Utara;

ff. Kecamatan Mangarabombang;

gg. Kecamatan Mappakasunggu,

hh. Kecamatan Sanrobone;

ii. Kecamatan Galesong Selatan;

jj- Kecamatan Galesong;

kk. Kecamatan Galesong Utara;

1I. Kecamatan Kepulauan Tanakeke;

mm. Kecamatan Laikang; dan

nn. Kecamatan Polongbangkeng Timur.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

MOHAMNAD ¥

et

Diundangkan di Takalar




KATA PENGANTAR

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar sebagai salah satu Organisasi
Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai
kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Dinas PUTRPKP Kabupaten
Takalar Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 berdasar pada Instruksi
Menteri Dalam Nege ri Nomor 70 Tahun 2021 dikarenakan periode
Kepemimpinan Kepala Daerah periode 2024 telah berakhir di Tahun 2024 serta
sebagai wujud realisasi Perencanaan Pembangunan dan untuk memberikan
informasi kepada seluruh stakeholder dalam periode transisi empat tahunan itu.

Dengan penyusunan Rencana Strategis ini dapat diketahui mengenai
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar selama tiga tahun ke depan masa
transisi kepemimpinan kepala Daerah dari Tahun 2025-2029 tentunya mengacu
kepada regulasi yang berlaku, dokumen ini pula menjadi wadah untuk
menselaraskan Regulasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41); dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan tujuan
tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara daerah, Provinsi dan Pusat
sehingga tujuan Pembangunan berjenjang, tertib, teratur serta aman dapat
terwujud.

Dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat melanjutkan gerak
langkah pembangunan di Kabupaten Takalar dan sekaligus diharapkan untuk
dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan menanggulangi atau
menuntaskan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat kabupaten terkait
urusan pemerintahan yang berkenaan dengan layanan publik Dinas yaitu : Urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Urusan
Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah
Kabupaten Takalar sesuai dengan amanat RPJPD 2025 — 2045, Mudah-mudahan
Rencana Strategis Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar dapat memberikan
informasi sesuai yang diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Untuk
itu masukan dan saran sangat diharapkan dari semua pihak untuk meningkatkan
kinerja pada lembaga ini di masa mendatang, sehingga dapat memberikan
kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan di Kabupaten Takalar.

Takalar, 26 September 2025

Kepala Dinas,

Budiar Rosal Saleh TP.M.Adm.Pem
Pangkat : Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19800520 199810 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar Tahun
2025- 2029 adalah suatu Dokumen Perencanaan strategisyang disusun setelah
berakhirnya Dokumen Renstra Dinas Periode 2023-2026 untuk diharapkan
dapat melanjutkan gerak langkah pembangunan di Kabupaten Takalar dan
sekaligus diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap
keberhasilan menanggulangi atau menuntaskan isu-isu strategis yang
berkembang di masyarakat kabupaten terkait urusan pemerintahan yang
berkenaan dengan layananpublik Dinas PUTRPKP

Rencana Strategis Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar 2025-2029
di susun sesuai dengan tugas dan fungsi urusan Pemerintahan Dinas
PUTRPKP serta berpedoman kepada RPIMD Kabupaten Takalar 2025-2029.
Renstra Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar adalah bagian dari usaha
pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Takalar yang tertuang
dalam Dokumen RPJPD Kabupaten. Oleh karena pembangunan merupakan
usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara
berkelanjutan dan berintegrasi dari pusat ke daerah, berlandaskan
kemampuan daerah dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta perkembangan global, sedangkan kuantitas pembangunan
memiliki kebutuhan sumber daya sehingga pencapaian hasil pembangunan
selalu lebih mudah dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang
telah diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029
ini merupakan tindak lanjut dari berakhirnya Renstra Dinas PUTRPKP
Kabupaten Takalar periode 2025-2029, denganberpedoman pada Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah yang masa Jabatan Kepala
Daerah berakhir Tahun 2030, oleh karena itu Renstra Dinas PUTRPKP
Periode Tahun 2025-2029 merupakan turunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerahtransisi untuk jangka waktu 4(empat) tahun kedepan
berdasarkan Instruksi yang dimaksud.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 disusun guna memberikanmasukan
bagi penyempurnaan penyusunan Dokumen RPJMD. Renstra PUTRPKP
disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan oleh
Peraturan Kepala Daerah (PERKADA). Rencana Strategis ini memuat
Tujuan, Sasaran Strategi yang di mana arah kebijakan tentunya



memperhatikan indikator indikator Outcome(hasil) dari setiap program kerja,
rencana programkegiatan dan Sub Kegiatan, pendanaan berdasarkan
Nomenklatur ~ Perencanaan ~ Pembangunan  Daerah  https://sipd-
ri.kemendagri.go.id/pemutakhiran, serta kinerja penyelenggaraan kegiatan
pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas PUTRPKP 2025-2029 merupakan acuan dalam
Penyusunan Renja Dinas PUTRPKP untuk 4(Empat) Tahun ke depan.
1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas PUTRPKP Kabupaten
Takalar Tahun 2025-2029 sejumlah dasar hukum yag digunakan, yaitu:

1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan  Nasional/SPPN(Lembaran = Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Rpublik Indonesia Nomor 5059);

6). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

7). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7



tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

8). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi tanah
dan air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
299 tambahan Lembaran Negara Nomor 5608);

10). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

11). Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

12). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

13). Peraturan Pemerintah Nomor 18/2011 Tahun 2011 tentang Sungai
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31)

14). Peraturan Pemerintah Nomor 50/2012 Tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309

15). Peraturan Pemerintah Nomor 08/2013 Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5393

16). Peraturan Pemerintah Nomor 79/2015 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Air (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5748

17). Peraturan Pemerintah Nomor 122/2015 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5802
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18). Peraturan Pemerintah Nomor 54/2016 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5949

19). Peraturan Pemerintah Nomor 64/2016 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004)

20). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

21). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

22). Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618

23). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624

24). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6625

25). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6626



26). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung

27). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
penyelenggaraan Penataan Ruang;

28). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air secara menyeluruh;

29). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
Tentang  Pelaksanaan  pencapaian  tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan;

30). Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan
Nasional Sumber daya Air;

31). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

32). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

33). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Tahun 2020-2024 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1792);

34). Peraturan Menteri dalam Negeri No. 59 tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

35). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 sebagaimana telah diubah dari Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

36). Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1-2850 Tahun 2025
tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi,
kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

37). Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025
— 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025
Nomor 2)

38). Peraturan Bupati Takalar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas



Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Takalar;

39). Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 245 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan
Umum, Tata Ruang , Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tahun 2025-2029

L.3. Maksud Dan Tujuan
1.3.1  Maksud

Rencana Strategis Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2025
- 2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar 2025-2029, terutama
yang terkait dengan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan kawasan
Permukiman.
1.3.2  Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar Tahun 2025 — 2029 sebagai
pedoman penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar untuk jangka
waktu Tahun 2025 - 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas PUTRPKP adalah
sebagai berikut :

BAB1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud
dan tujuan, dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BABII Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas
PUTRPKP

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya yang
dimiliki, Kinerja Pelayanan sampai saat ini, Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan Dinas PUPRPKP. Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUTRPKP, Telaahan
Dokumen RPD Kabupaten 2025-2029, Telaahan Renstra Kementerian
Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Telaahan Kementrian ATR-BPN,
Telaahan Renstra Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Renstra
Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan RTRW Kabupaten
serta penentuan isu-isu strategis di Bidang ke-PU-an.



BAB III Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUTRPKP, Strategi dan
Arah Kebijakan dalam menjabarkan sasaranDinas PUTRPKP.

BABIV Program Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam
tahun 2025-2029 pada Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar. Indikator Kinerja
Dinas PUTRPKP Yang Mengacu Pada Tujuan danSasaran RPJMD, indikator
kinerja Dinas PUTRPKP yang akan dicapai dalam

4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukungpencapaian
Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BABYV Penutup

berisi ringkasan singkat atau kesimpulan mengenai Dokumen Renstra Dinas
PUTRPKP disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi
pedoman pembangunan 4 (empat) tahun kedepan oleh Dinas PUTRPKP
Kabupaten Takalar.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
PEKERJAAN UUMM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

IL.1. Gambaran Pelayanan Dinas PUTRPKP

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Uumm, Tata
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

I1.1.1.1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Takalar merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Takalar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Takalar melalui
Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar melalui Perda Pembentukan Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah yang masih dipedomani
sampai saat ini.

Untuk Kelompok tugas sub substansi dan nomenklatur sub koordinator
untuk pelaksanaan tugas sub koordinator pada Dinas PUTRPKP maka sekarang kita
memedomani Keputusan Bupati Takalar Nomor 31 Tahun2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. yaitu dalam melaksanakan Tugas
Pokok Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Takalar juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Dinas Pekerjaan
Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Takalar.

2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

3. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk Bupati.

Untuk lebih jelasnya mengenai uraian tugas dari masing-masing jabatan
dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang
Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan.
2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pemberian layanan teknis dan administrasi
umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pembinaan organisasi tata
laksana, koordinasi dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan program
dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Takalar.



w

Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi
di Bidang Sumber Daya Air.
4. Bidang Bina Marga

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan,
pemograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan,
pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum,
pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan
pengujian bahan dan peralatan.

5. Bidang Cipta Karya

Mempunyai tugas pokok memnyelenggarakan infrastruktur, bangunan
gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasanstrategis kabupaten.
6. Bidang Bina Konstruksi

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

7. Bidang Tata Ruang

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di
bidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang dan pengendalian, penertiban
dan pemanfaatan penataan ruang.

8. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Mempunyai tugas pokok melakukan pendataan, perencanaan,
penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahandan
kawasan permukiman.

I1.1.1.2. Fungsi

Adapun Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :
Kepala Dinas memiliki fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan

dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



10.

11.

12.
13.

14.

Menyusun perencanaan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya,
bina konstruksi, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang sumberdaya air,
bina marga, cipta karya, bina konstruksi, tata ruang, perumahan dan
kawasan permukiman;

Melaksanakan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, ciptakarya,
bina konstruksi, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
Melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang sumber daya air,
bina marga, cipta karya, bina konstruksi, tata ruang, perumahan dan
kawasan permukiman;

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumberdaya
air, bina marga, cipta karya, bina konstruksi, tata ruang, perumahan dan
kawasan permukiman;

Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga
pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka
penyelenggaraan urusan Pekerjaan umum, Penataan ruang, perumahan dan
kawasan permukiman;

Menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan dinas;
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Sekretaris memiliki fungsi:

L.

10.

11.

Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga
terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaankegiatan;
Mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan
evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan  administrasi  umum,
kepegawaian dan hukum;

Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga;

Melaksanakan dan  mengoordinasikan  pelayanan administrasi

keuangan;

Melaksanakan dan mengoordinasikan ~ administrasi  pengadaan,
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

pemeliharaan dan penghapusan barang;

Mengoordinasikan dan ~ memfasilitasi kegiatan organisasi dan
tatalaksana;

Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
Mengoordinasikan ~ dan  melaksanakan  kegiatan kehumasan dan
keprotokolan;

Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian
data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Air memiliki fungsi:

L.

10.

Menyusun rencana kegiatan Bidang sumber daya air sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang sumber daya air untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Menyusun konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

Menyusun pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan
sumber daya air pada wilayah sungai;

Melaksanakan program kegiatan pengelolaan sumber daya air dan rencana
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Marga memiliki fungsi:

1.

Menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Marga sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Bina Marga untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
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naskah dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Melakukan koordinasi pemograman dan perencanaan teknik jalan,
konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama
instansi terkait;

Melaksanakan program kegiatan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan
umum, peralatan, dan pengujian;

Menyusun laporanhasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bidang Cipta Karya memiliki fungsi:

L.

10.

11.

Menyusun rencana kegiatan Bidang Cipta Karya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Cipta Karya untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis
daerah;

Menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah;
Melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang
terhubung dengan sungai lintas daerah;

Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan
strategis daerah;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Konstruksi memiliki fungsi:

1.

Menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Konstruksi sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan ~ dan  memberi  petunjuk  pelaksanaan  tugas
sehinggaberjalan lancar;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Bina Konstruksi untuk mengetahui
perkembanganpelaksanaan tugas;

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

naskah dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi
dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan
peraturan perundang- undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan
teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi diwilayah daerah;
Mengembangkan dan  meningkatkan kapasitas badan usaha
jasakonstruksi di wilayah daerah;

Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dantertib
pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah daerah;

Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
tingkat kabupaten dan Asosiasi Jasa Konstruksi di wilayah daerah;
Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambahjasa
dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah daerah;

Melakukan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah
daerah;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan olehsesuai
dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang memiliki fungsi :

1.

Menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Ruang sebagai pedomandalam
pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan
lancar;
Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Tata Ruang untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

10.

pengaturan penataan ruang daerah,;

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
perencanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis daerah;

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruangwilayah
kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataanruang
pemerintahan daerah dan masyarakat;

Menyiapkan bahan kerjasama penataan ruang antar kabupaten dan
pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antar kabupaten;
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11.Menyusun laporanhasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan
bidang tugasnya.

Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan
lancar;

3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
Melakukan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan
dan evaluasi rumah umum;

7. Melakukan pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan,
pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;

8. Melakukan pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian
kawasan permukiman;

9. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta
pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;

10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

I1.1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar,
Struktur Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Perencanaan.

3. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
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a. Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda
4. Bidang Bina Marga terdiri dari :
a. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
5. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
a. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda;
b. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda.
6. Bidang Bina Konstruksi
a. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda;
7. Bidang Tata Ruang

a. Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda;
8. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;

Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman dapat dilhiat pada gambar II.1 berikut :

| 15



Gambar II.1
Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Peru m ahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar
(Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 34 Tahun 2021)
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I1.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
11.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar,
didukung oleh 66 orang Pegawai Negeri Sipildan 171 Orang tenaga honorer dengan
berbagai macam tingkat dan jenjang pendidikan.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Tugas dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar sesuai Peraturan Bupati
Takalar Nomor 31 Tahun 2022 tanggal 5 September 2022 tentang Kedudukan,
SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar. Di mana Untuk Dinas
PUTRPKP telah dilakukan Penyederhanaan Jabatan Struktural ke Fungsional yaitu
dengan memangkas 12 Jabatan Eselon IV di 6(enam) Bidang menjadi Pejabat Fungsional
tertentu secara serentak seluruh tatanan birokrasi pemerintahan. Kekuatan personil
Aparatur Sipil Negara(ASN) di Dinas PUTRPKP: Jumlah Total ASN sebanyak 66
Orang; Laki-laki sebanyak 48 Orang; Perempuan sebanyak 18 Orang, dari jumlah
tersebut terklasifikasi menurut kelompok jabatan; Pejabat Eselon II sebanyak 1 orang;
Pejabat Eselon III sebanyak 5 Orang; Pejabat Eselon IV sebanyak 3 Orang; Pejabat
Fungsional tertentu sebanyak 10 Orang; pejabat fungsional umum sebanyak 47
Orang(*Data per Tahun 2024)

Dengan Gambaran Kondisi diatas serta perhitungan berdasar analisis beban
kerja untuk Dinasnya maka idealnya untuk Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar
seharusnya mempunyai personil sebanyak 108 Orang Aparatur yang tersebar di 6
Bidang Teknis dan 1 Sekretariat Dinas yang masing masing mempunyai tugas jabatan
sesuai analisisbeban kerja aparatur itu sendiri sedangkan kondisi “real” sekarang yang
terdapat di Dinas PUTRPKP sebanyak 66 Orang Personil ASN jadi masih membutuhkan
tambahan Personil ASN sebanyak 42 Orang untuk menduduki tugas jabatan kosong
sehingga tugas pemerintahan yang diemban oleh Dinas PUTRPKP dapat berjalan lebih
optimal.

Untuk komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/ golongan
Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kab. Takalar dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
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Komposisi Pegawai ASN Dinas PUTRPKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tahun 2024
No. Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah.
Pegawai
L P (orang)

1. | Strata2 (S2) 9 12
2. | Strata 1 (S1) 30 13 43
3. | Diploma III (D3) 2 0 2
4. | SLTA 7 2 9
Jumlah 48 18 66

Sumber : Sub. Bag Umum & Kepeg Dinas PUPRPKP Tahun 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat bahwa umumnyaASN di Dinas
PUTRPKP berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 43 orang, Diploma 3 sebanyak 2 orang,
disusul tingkat SMA sebanyak 9 orang dan terdapat 12 (dua belas) orang juga
berpendidikan master (S2). Melihat tingkat pendidikan tersebut, maka rencana capaian
indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPRPKP
2025-2029 semestinya akan optimis dapat dicapai karena sebanyak 66 (enam puluh
enam) orang pegawai pada tingkatan pendidikan yang tinggi.

Selanjutnya mengenai komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas
PUTRPKP berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Komposisi Pegawai ASN Dinas PUTRPKP Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

pada Tahun 2024

No. Pangkat/ Golongan EADG ] Jumlah.

Pegawai

L P (Orang)
1. | Pembina Utama Muda, IV/c | 1 | 0 | 1
2 Pembina Tk. I, IV/b 1 0 1
3. | Pembina, IV/a 6 0 6
4. Penata Tk. I, I1I/d 7 2 9
5. | Penata, IIl/c 14 8 22
6. | Penata Muda Tk. I, III/b 2 2 4
7. | Penata Muda, I1l/a 10 4 14
8. | Pengatur Tk. I, II/d 3 1 4
9. | Pengatur, Il/c 2 0 2
10. | Pengatur Muda Tk. I/ILb 3 1 4
Jumlah 48 18 66

Sumber : Sub. Bag Umum & Kepeg Dinas PUPRPKP Tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan bahwa tingkat kepangkatan personil
Dinas PUTRPKP mencerminkan juga kepada pengalaman dan masa kerja ASN, dengan
jumlah personil sebanyak 66 orang ASN dengan pangkat tertinggi Pembina Utama Muda
golongan I'V.c, pembina Tk. I golongan I'V.b atau pangkat terbanyak pada tingkat penata.
golongan Ill.c.
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Untuk PPPK Paruh Waktu pada Dinas PUTRPKP per Tahun 2025 ini terdapat
penempatan di berbagai bidang-bidang tugas yaitu Sekretariat Dinas : 35 Orang; Bidang
Cipta Karya : 13 Orang; Bidang Bina Marga : 13 Orang; Bidang Pengelolaan Sumber
Daya Air : 46 Orang; Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman : 6 Orang; Bidang
Tata Ruang :8 Orang; Bidang Bina Konstruksi : 7 Orang; dengan berbagai macam jenis
tugas pembantuan yang mereka kerjakan seperti Tenaga Administrasi Perkantoran dan
tenaga lapangan( Penjaga Pintu air Irigasi / bendung; Pekarya Saluran; Operator Alat
Berat; Sopir Dump Truk; Sopir Mobil Tinja; Operator IPLT; Tenaga Kebersihan kantor;
tenaga Survey kawasan kumuh; bagian inventarisasiasset Dinas)

Berikut adalah Tabel hasil rekapan data PPPK Paruh Waktu pada Dinas
PUTRPKP Kabupaten Takalar berdasarkan klasifikasi tempat penugasan,
Jenjang5Pendidikan, dan jenis kelamin Tahun 2025 dalam Tabel sebagai berikut:

Rekap Data PPPK paruh Waktu Dinas PUTRPKP terklasifikasi Berdasarkan Kualifikasi Bidang

Penugasan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Kelamin Tahun 2025

. I Jenis
Jenjang Pendidikan Kelamin Jumlah
No | Bidang Penugasan Personil
sp | smp| SMU| g1 | r | p |©ran®
1 | Sekretariat Dinas 1 ) 13 19 15 |20 35
2 | Cipta Karya ) 4 7 7 6 13
3 | Bina Marga 6 7 3 5 13
4 Pengelolaan
Sumber Daya Air 36 10 42 |4 46
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Perumahan &
5 | Kawasan
Permukiman 2 4 3 6
6 | Tata Ruang 1 5 5 5 g
7 | Bina Konstruksi ) 4 5 7
Jumlah 2 68 |53 |80 |48 128
Sumber : Sub. Bag Umum & Kepeg Dinas PUPRPKP Tahun 2025
II.2.  Asset/Modal
Adapun kondisi Asset atau modal yang mendukung pelaksanaan
tugas aparatur sipil Negara dinas PUTRPKP Kab. Takalar dapat dilihat dalam
table berikut:
Kondisi Inventaris Asset Kantor Dinas PUTRPKP
Kondisi
No| Klasifikasi Inventaris Jumlah . Rusak Rusak
bl Ringan Berat
1. | Asphalt Sprayer 1 1 - -
2. | Track Loader + 1 1 - -
Attachment
3. | Mesin Bor Lainnya 1 - 1 -
4 | Mesin Pemotong Aspal 1 - - 1
(Dragin)
5| Water Pas 1 1 - -
6 | Rol Meter 2 1 1
7| Global Positroning 2 2 - -
System
8| Paving Blok 66 (Ruas) 66 - -
9| Saluran Drainase 489 (Ruas) 489 - -
10 | Bangunan Air Tawar lain 1 1 - -
11| Sumur dengan Pompa 31 31 - -
12 | Waduk Penyimpanan airbaku 3 3 - -
13| Bangunan = Waduk airbersih 1 1 - -
14 | Bangunan PengambilanDari 1 1 - _
Sumber air
15| Saluran Pembuang air 1 1 - -
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cucian instalasi

16 | Bangunan Pembuang air 1 1 - -
bersih/air baku lainnya

17 | Bangunan penampung 26 26 - -
air baku

18 | Bangunan pembuang airkotor 22 22 - -
lainnya

19 | Bangunan pompa airhujan 1 1 - -

20 | System pengolahan air 15 15 - -
sederhana (SIPAS)

21 | Penampung Air Hujan 1 1 - -

22 | Sumur gali 1 1 - -

23 | Instalasi air bersih/airbaku 43 43 - -
lainnya

24 | Instalasi air buangan 1 1 - -
pertanian kapasitas Sedang

25 | Jaringan PembawaKapasitas 8 8 - -
sedang

26 | Saluran tersier pembuang 72 72 - -

27 | Bangunan Bendung dengan 1 1 - -
pompa

28 | Bangunan gorong-gorong 1 1 - -

29 | Bangunan gorong-gorong ( 2 2 - -
Bangunan pelengkap
pengembangan rawa )

30 | Bangunan Mandi Cuci Kakus 1 1 - -

31 | Bangunan Pelengkap Irigasi 85 85 - -
Lainnya

32 | Bangunan Pembawa Irigasi 4 4 - -
Lainnya

33 | Bangunan Pembawa 3 3 - -
Pengaman Sungai

34 | Bangunan Pembuang Irigasi 60 60 - -
Lainnya

35| Jaringan Distribusi Tegangan 3 3 - -
diatas 20 KVA

36 | Jaringan Induk Distribusi 19 19 - _
Kapasitas Sedang

37 | Bangunan Pembuang Pasang 1 1 - -
Surut Lainnya

38 | Bangunan Pengaman Irigasi 3 3 - -
Lainnya

39 | Bangunan Pengambilan 1 1 - -
Bebas

40 | Bangunan Pengambilan dari 1 1 - -
Sumber Air

Sumber : Sub. Bag Umum & Kepeg Dinas PUPRPKP Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, hampir seluruh aset atau modal yang dikelola oleh
Dinas PUTRPKP berkondisi baik dan dapat dipergunakan, hanya terdapat beberapa aset
yang dalam kondisi rusak ringan. Aset laptop dalam kondisi baik sebanyak 23 buah
dan rusak ringan sebanyak 19 buah. Sedangkan untuk sepeda motor, terdapat 35 unit
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yang masih baik, rusak ringan 9 unit. Kendaraan bernotor ini beroperasi sehari-hari untuk
menunjang pelaksanan tugas personil Dinas PUTRPKP kabupatenTakalar.

11.2.3. Kinerja Penyelenggaraan Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar

Kinerja penyelenggaraan dinas merupakan gambaran mengenai pencapaian
tujuan dan sasaran pemerintah daerah sebagai penjabaran visi, misi, maupun strategi
yang yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan

Untuk menganalisa kinerja penyelenggaraan pelayanan, harus diukur melalui
target yang sudah ditetapkan per periode Renstra Dinas, sehingga dapat dilakukan
evaluasi di setiap tahunnya atas dasar hasil pengukuran tersebut. Berikut adalah Tabel
II.1. yang menggambarkan Pencapaian Kinerja Dinas PUTRPKP 2020-2024 :
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Tabel 11.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dna Kawasan Permukiman

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) peridoe Renstra 2017-2022

Target Renstra Perangkat

Realisasi Capaian Tahun Ke

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

No Indikator Kinerja Daerah Tahun Ke
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
| | Persentase panjang jalan kabupatendalam ") 5400 | 63 0005 | 65.779% | 54,74% | 45,57% | 62,77% | 84.82% | T131%| 9543%
kondisi baik
2 | Persentase irigasi desa dalam kondisi baik 75,00% | 77,00% | 79,00% | 74,04% | 74,05% | 74,33% | 98,72% | 96,17% | 94,09%
3 | Persentase Rumah tangga ber Sanitasi 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Persentase Rumah tangga pengguna air
4 bersih 30,00 31,00 32,00 34,00 3158 32,59 113,33% | 101,88% | 101,86%
Persentase tersedianya luasan RTH publik o o o
> | sebesar 20% dari luas wilayah kabupaten | 20,00 | 20,00 20,001 0,14 1 003 1 0,03 0,70% 1 0,15% | 0,15%
6 llzlelflii?ltase penurunan jumlah kawasan 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
7 | Cakupan rumah layak huni 0,00% | 50,00% | 100,00% | 89,89% | 91,48% | 91,48% 0,00% | 182,96% | 91,48%
8 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni 91,00% | 91,48% | 91,70% | 0,83% | 3,93% | 3,93% 0,91% 4,30% 4,29%
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2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode Renstra 2023-2026

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Tahun Ke

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

No Indikator Kinerja Tahun Ke
2023 2024 2023 2024 2023 2024
Indeks Kepatuhan terhadap Standar
1 | Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan 100,00% 100,00% 97,58% 98,30% 97,58% 98,30%
Umum
2 ;elg fﬁ;fgpzﬁt’;‘;“gkatan kondisi kemantapan 70,20% 7120% | 61,71% 63,46% 87,90% 89,13%
Persentase Luas Persawahan yang terlayani o o o
3 L ) 83,00% 85,00% 74,08% 74,22% 89,25% 87,32%
Irigasi tersier Kewenangan Kabupaten
4 | Rasio kepatuhan PBG kab/kota 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5 Rasu? t.er‘laga Qperator/tekmsﬂ gnahs1s yang 40,00% 45.00% 1.13% 0.00% 2.83% 0.00%
memiliki sertifikat kompetensi
6 Ejrfg;gzzfr‘g:?i Ifgi‘:}i?;ﬁ?ﬁiﬁfuksi 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7 gj;ly‘;ff;?iﬁgﬁffdap standar 100,00% 100,00% 152,70% 0,03% 152,70% 0,03%
8 Eﬁﬁ?ﬁggfofsgnﬁgigif; ;‘:E:tl;lj‘ggfa 100,00% 100,00% 26,88% 2,11% 26,88% 2,11%
9 | Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten 92,17% 92,86% 92,12% 92,19% 99,95% 99,28%
10 | Nilai SAKIP Dinas PUTRPKP 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 100,00% 100,00%

| 24



11.2.4. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi capaian kinerja pada sasaran strategis
tahun 2023 dan tahun 2024 (Periode Renstra 2017- 2022) dan (Periode Renstra 2023-2026)
sebagaimana pada tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Untuk sasaran 1.1, dengan indikator kinerja Indeks Kepatuhan terhadap Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum, diperoleh realisasi kinerja 100 % dari
target 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 100%. Sedangkan
faktor penghambat/Pendukung adalah Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini
tercapai dengan kerjasama yang baik antara pihak eksekutif (Dinas PUTRPKP)
dengan pihak terkait seperti pihak legislatif dan komponen masyarakat baik langsung
maupun tidak langsung yang turut serta dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Selain itu juga didukung dengan adanya penganggaran pada program Pengelolaan
dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang ternasuk dalam program
pendukung SPM

b. Untuk sasaran 1.2, dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan kondisi
kemantapan jalan kabupaten, diperoleh realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar
63,46% dari target 71,20%, dengan rasio capaian sebesar 89,13%. Berdasarkan data
dari Bidang Bina Marga, panjang jalan dengan kondisi mantap (baik dan sedang)
adalah sepanjang 478,79 km dari total panjang jalan 754,49 km. Faktor Penghambat
sehingga realisasi tidak memenubhi target, karena minimnya anggaran yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah dan tidak dicairkannya pengajuan anggaran sampai akhir
tahun, sehingga banyak kegiatan fisik yang menjadi utang di tahun berikutnya.
Kondisi infarastruktur pendukung jalan seperti drainase yang tidak berfungsi optimal
sehingga seringkali menimbulkan genangan air di badan jalan yang juga berpotensi
menimbulkan kerusakan. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini sangat
bergantung pada kerjasama yang baik antara pihak eksekutif (Dinas PUTRPKP)
dengan pihak terkait seperti pihak legislatif dan komponen masyarakat baik langsung
maupun tidak langsung yang turut serta dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Selain itu, peningkatan kualitas jalan juga harus didukung dengan penganggaran yang cukup

c. Untuk sasaran 1.3, dengan indikator kinerja Persentase Luas Persawahan yang
terlayani Irigasi tersier Kewenangan Kabupaten, diperoleh realisasi kinerja 74,22%
dari target 85,00%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 87,32%.
Berdasarkan data dari Bidang Sumber Daya Air, Luas sawah yang dilayani jaringan irigasi 2.859
ha sedangkan luas sawah daerah irigasi di kabupaten Takalar 3.852 ha , Faktor Penghambat
sehingga realisasi tidak memenubhi target, karena minimnya anggaran yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah dan tidak dicairkannya pengajuan anggaran sampai akhir

tahun, sehingga banyak kegiatan fisik yang menjadi utang ditahun berikutnya.



d. Untuk sasaran 1.4, dengan indikator kinerja Rasio kepatuhan PBG kab/kota,
diperoleh realisasi kinerja 100% dari target 100%, sehingga capaian kinerja pada
tahun 2024 adalah 100%. Tercapainya realisasi kinerja sesuai target, didukung oleh
semua stakeholder, dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan pengurusan
PBG. Berdasarkan data dari bidang Tata Ruang tahun 2024 Jumlah pemanfaatan
persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya 152 bangunan sedangkan

Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku 152 SK PBG.



e. Untuk sasaran 1.5, dengan indikator kinerja Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis
yang memiliki sertifikat kompetensi, diperoleh realisasi kinerja sampai tahun 2024
26,73% , Berdasarakan data dari Bidang Bina Konstruksi Jumlah tenaga kerja
konstruksi yang memiliki sertifikat 243 orang Jumlah kebutuhan tenaga konstruksi
909 orang di wilayah kabupaten, untuk capaian kinerja Rendah/Tidak adanya
realisasi kinerja dalam pencapaian sasaran ini, disebabkan tidak diberikannya
anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan sertifikasi Tenaga Kerja.
Konstruksi. Hal ini diharapkan menjadi perhatian khusus, agar memenuhi kebutuhan
penganggaran, terutama untuk kegiatan yang masuk dalam Indikator Kinerja Kunci
(IKK).

f. Untuk sasaran 2.1<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>